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DPR Dorong Revisi U
Dapat Perkuat Komnas HAM

Salah satu perubahan fundamental revisi UU HAM adalah mempertegas posisi pemerintah schagai
penanggung jawah urama pemenuhan HAM. Adapun Komnas HAM berperan sehagai pengawas.

JAKARTA, KOMPAS — Rewisi [In-
dang- U pdang Somer 3% Tahun
19499 tentang Hak Asasi Manu-
sla abau 1AM selayviknga di-
lakukan vtk memperkuat
fungs: Komisi Nasional HAM,
bkan  malah melemahkan,
Dl prerubahan regulass HAM
vairg ldind rengal dirumoskan
pemerintab jugn  dibarspkan
et aburn Vang menpot-
jelas  batas  tangung  jawah
Kommnas HAM dan Kementeri-
an HAM  puna menghindari
tumparig  tindih fungsi serta
koenflik kepentingan.

“Hevisi UL TEAM ini schurus
mys memperkuat fungsi Kom-
s LIAM dan mempertegis po
nugazan  antarlembaga”  kata
Wikl Kulua Komist XL DPR
Andreas Huogo Pareira. di Ja-
Lot Minggou 21020255,

HRaat ini, pemerintah bengah
menyusin deal revisi DT TLAM.
Aanmun, Kommnas HAM menilai
wla 21 pasal dulem drad revisi
wang bermasalah. Salah satunya
Fusal 109 Komnas 1AM ddi-
sehnt tidak lagi herwenang me-
oenima dan menangani peng-
adunan dugasn  pelanggaran
1AM, melabukan medias, pen-
didikam dam penyuluban HAM,
serty pengkajian HAM, kecuali
dalam hal regulasi <Jan instr-
men internasional.

kammzs HAM juga memper-
soalkan  kewenangan o pena-
meanan  dugaan  pelanggaran
HAM justru diberikan kepada
Kementerion  [IAM,  Podakhal,
Kementerizn HAM merupakan

Bagian dari pemerintah yang
scharusnya Lidak  bewenong
sehagal penilal atan wasit, Pe-
mangaman dugaan polangiran
HAM semestinya tefap oleh
lembuyga independen,

Kendati eeaf pemibaban 1L
HAM belum sampai ke meja
DR, Andreas mengingatkan,
revisi geharusmys  bertujuan
wrtuk e perkuat fungsi dan
peran  Komnas  HAM. . Hal
yang juga penting, memperjelis
hatasan tanggung jawsh Kom-
nas 1AM dan Rementerian
HAM.

Politihus Pactal Demeokrasi
Indemesia Perjuangan {1'D1-1)
i jugs menekankan penegik
an HAM memang harus dila-
hukan oleh lembags indepen
denn. Diamernvehit, potensi pe-
Tanggarar TIAM bisa borusal da
i linghkaran pengnasa sehingga
in vang dilukukan oleh
eksekutif menjadi rawan kon-
ik kepenlingan.

"T'ntensi pelanggar HAM it
cenderung terjudi olch orang
yang berlaasa, peamg yang pi-
e wing erang vamg bebih kuat
terhadap masyarakar vang le-
math, muskin dan pemshaman
smgat terhatas akan HAM®
UCHPYL

Kewajiban pemerintah
DHhwbuongi secara terpisah,
Minggn (27000, salah satu ang-
gota tim perumus deaf revisi
ULT HAM, Ahmad Taufan Da-
manik, membantah mates e
visi skan melemahkan kewe-

nangan Kommnas HAM. Mantan
Ketus Komeas 1AM ilu men
jelaskan, dral revigi 1700 HAM
dirancang sesual Paris Princ-
[Mles akan Prinsip-prinsip Paris
yant menjadi scuan dobal bag
setiap instinsi HAM nasianal,
Prinsip-prinsip-Paris ini dia-
dapsi-aleh Perserikatan Hang-
su-Bangsa pada 1993

Dalam Primgip-prinsip Faris,
misalnya, distur bahws peme-
vintah adafah pilak varg berke
wajiban untuk melindung; me-
trvarjukistt, rcncgakkan, don me
meenuhi HAM. Oleh karena itu,
Irnyak s dalam deal vaing
mengatur secara rinci kewajih-
an pemerintah melada Kemen
terian HAM.

Subagal gambaran, Bb IV
dalam draf rewisi 17 HAM;
yully Pasal 7089 selurahma
menthabas snal kewajiban dan
Langeursg jawab ILAM yang se
cara spesifik ditujukan kepada
pemerintub, Fasal 79 Asal (1),
misalnya, disehutkan habmea pe-
merintah wajib dan berlang-
gung jawah atas pelindunga,
pemajuan, penegakan, peme-
nuliam,  dan penghimnatan
HAM.

Tak by it pada Pasal 10
juga disebukan secary ehsplisit
Bl pelindungan, penmjun,
penedakan, pemenuhan, serta
penghormatan HAM  adalab
kewsjiban dan rangrung
jawab megari, tevutama peme
rintah.

"Kalou dilihat i Paris Prien
ciples, fugas utama atau fungsi

utama atau mandat dari Kem-
nas 1LAM selurh dumis itu me-
laknkan pengawasan ferhadap
implemenlast hak asisi manu-
sia yang dilaksanakan oleh pe-
merintal. Yang berkewajiban
ok menialankan hak asasi
manusia e pemerintah,” kata
Tanfan menambahlkan,

1x memberikin contoh. saut
angak-analk Tdonesis kekurang-
an-gizi, herarli ads hak atas
pangan rakvat Indonesia yang
tak terpenubi. Pikak vang her-
tangging juwab dolam meme
nubil hak atas pangan i adalah
pemmcrintoh. Sementara Kem
nas HAM  herwenang untuk
mengivis apakah pemenntah
sudah menjalankan hak terse-
but atau belum.

“Mizalmva jupn ada kekeras-
an terhadap musvarmkal, stpa
vang hertanpgung jawab me-
lindung masvarbal agar tidak
mengalami kekerasan®? Kewa-
Jiban-kewajlban unluk melin
dungi, memberikan HAM ke-
patda rkyalnva A, atau kepada
siapa zaja di wilayah savisdiksi
silu negara i, yang menjalan-
kan pemevintahan negara ing”
kata Taufan,

Sementara kewsjiban Kom-
nas HAM dulam kinteks terse-
Dk, sesuai Privsip-prinsip Pa-
riz, wilalah mengevas jiks ada
dugaam pelavggaan HAM,

Abss dasar b pals, fungsi
pendidikan dan pensuluhan
untuk memberikan pemsham-

kan kepada pemerintah. "Man-

dat ity kami pindahkan ke Ke-
menlerian 1EAM karena vanyg
herkewajiban memberikan pe-
mahaman HAM kepada ma-
svarakat it adalah pemerintah,
bukan Komnas HAM,” wpar-
i,

Ruang dialog

Lebih banjut, menurot Tau-
fam, veaksi dari Kemnas HAM
terlalu dini. Sebah, masih ada
Dramwalke tahapan vang akan di
lalui dalam pembahasan revisi,
Podla pekan ini. misaloga, masibh
ada pembahasan di internal pe-
metintah, Remudian, pada 15
Nonwember nanti, semua pihak,
Lermasuk Komoas [AM, akan
dinmdang untuk  pemhahasan
revist secura mendadam,

"Masih ada ruang unrok ber-
dizlog, diskusi mendalam, [n:
haru tahap sangat aw
sk lertulis dart
hak akan kami pelajari dan di-
respons pada 18 NMovembur
mendatang,” wizrmya,

Wakil  Dirckiur  Impucsial
Hussein Ahmad mengingatkan,
payung hukum yang koat ter-
kit penegakan HAM memang
dipeclukan, Namun, pembabus-
anya harus dengan partisipasi
hermakng (mecndngfin poartic-
patiorey dan tidak terbueu -,
Jika  pembahasan dilakukan
tanpae melibatkan partisipast
publik secirs luas, Hussein kha-
waltir persepsi publile terhadap
pemerintahan Presicden Prabo-
wio Subsianto menjadi negalif

(DA T4



http://www.tcpdf.org

